
a. bahwa sehubungan dengan adanya program dan lceg!atan yang 
bersumber dari bantuan keuangan pemerfntah clan pemerlnt!h proll!nsi 
Jawa Barat clan belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten l3el<2sl 
Tahun Anggaran 2010, maka untuk melaksanakan program clan 
lceglatan tersebut perlu ditlndaldanjuti dengan cara melalcukan 
perubahan Peraruran Bupati tentang penjabaran APBD Kabupare,, 
Bekasi Tahun Anggaran 2010 dengan persetujuan pimplnan Of>RD. 

b. bahwa sebagaimana diatur dalam Lamplran Peraturan Menteri Dalam 
N~eri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD 
Tahun Anggamm 2010 pada angka m point 14, bahwa bagi daera.'l 
yang meJaksanakan program dan kegiatan DAI< dan bantuan keuangan 
dart provfnsl untu.k kabupaten/l<Ola yang dananya diterima setelah 
APBD ditetapkan, maka sambil menunggu peruba.'lan Peraturan Daerah 
tentang APBD, Pemerintah Daerah melal<sanakan program clan 
kegiatan dlmaksud dC119an terle!lih dahulu melal<Ul<an perubahan 
Peraturan Kepala Oaerah tentang penjabara11 APBD dengan 
p<Betujuan pimp:nan OPRD. 

c. I.Jah'wa sehubungan dengan adanya kekurangan citokasl befanja 
pegawal untuk pembayaran gaji den tunJangan PNS pada Oinas 
Komun!k.asi dan Inform.itika berdasarkan pengl$ian formasi pegawai 
yang teloh dltetapkan, maka untuk memenuhi kebutuhan gaji clan 
wnjangan PNS pada SKPD tersebut perfu dlfalwkan penambahan 
alokasi belanJa dengan can, melai<l1kan pergeseran anggaran antar 
SKPO. 

d. bahwa atas dasar pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, maka perlu dltetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Peraturan 8upatl Bekasi Nomor 18 Tahun 2009 b!ntang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2010. 

. 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BET<ASI 

- 

Menimbang 

PERUBAHAN.PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2009 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2010 

TENTANG 

NOMOR : 9 'n\HUN 201 0 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun !950 tentang ~-,,1,entul<an Oeerah­ 
Oaerah Kabupateri c:!,,lam f"'9kur,s3n Proplnsl D1awa Bar.rt (Serita 
Negara Tahun 1950 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Periyelenggaraan 
Negara yang Berslh dan Bebas dari Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme 
(Lembaran Negara ReP.ubllk Indonesia Tahun 1999 Non><>< 7S, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tah\tn 2003 ten:ang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1286); 

1. Undang·Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbernlaharaan ~ 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan lembaran Negara Repu!>llk Indonesia Nomor 4355); 

S. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentul<an 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NC9ara RepwliK 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara RepubOk Indonesia Nomor '!'!00); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara RepubOk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhlr dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas 
Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor <!844); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor HO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); . 

9. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tah1B1 2006 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peratunn Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Nege,1 Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Perigetotaan Keuangan Oattah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 25 Tahun 2009 ten:ang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 8efanJa Daerah 
Tahun Anggaran 2010; 

11. Peraturan Menter! Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tl!ntang Alokasi 
dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai 
Negerl SipD Daerah Kepada Daerah Provins!, 1<2bupaten, dan Koc! 
Tahun Anggaran 2009. 

12. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nornor 1 Tahun 2007 teritang 
Pokok-pokol< Pen~olaan Keuangan Daerah {Lembaran Oaerah 
Kabupaten Bel<asl Tahun 2007 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kab<Jpaten Sel<asi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
OrganlsasJ Perangkat Daerah Pemerin'!llh Kabupaten Bekasl (Lembaran 
Oaerah l<.abupaten Be!casi Tahun 2009 Nomor 7); 

- 

I 
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Rp 1.931.387.299.831,00 - 
RP (433.048.679.931,00) 

Rp 883.692.482.861.00 

Rp 1.047.694.816.970,00 

Rp 68.830.889.410,00 
Rp 324.820.519.678,00 
Rp 490.041.073.773,00 

769.032.927.000,00 
153.518.966.770,00 
54.402.920.000,00 
18.850. 990.000,00 
44.889.013.200,00 
7 .000.000.000,00 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 
RI) 
Rp 

Rp 1.498.338.619.900,00 - 

Jumlah Belanja 
Surplus/(Defisit) 

b. Belanja J.angsung 
l) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jase 
3) Belanja Modal 

2. Belanja : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Hi~h 
3) Belanja B.1ntuan Soslal 
4) Belanja Bagi Hasil 
SJ Belanja Bantuan Keuangan 
6) Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Pendapatan 

Rp 237.825.677.400,00 
Rp 1.018.029.395.000,00 
Rp 242.483.547.SOO,OO 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bel<asi Tahun Anggaran 2010 
sejumlah Rp 1.941.387.299.831,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan : 
a. Pendapatan Asll Oaerah 
b. Dana Perimbangan . 
c. Laln~aln Peodapatan yang Sah 

Pasal 1 

A. Ketentuan Pasal 1. Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah ICabupaten Bekasl Tahun 
Anggaran 2010 seJumlah Rp 1.801.205.526.63!,00, dlubah sehlngga harus dlbaca 
set,agal be<ikut : 

Beberapa ~etentuan dalam Peraturan Bupati Bel<asi Nomor 18 Tahun 2009 "'1tang 
1-enjabaran APBO Tahun Anggaran 2010 {Serita Daerah Kabupaten Bekasl Tal\un 2009 
~omor 18) dlubah sebagal berl1<.ut : 

Pasal 1 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

: PERUBAHAN PERATIJRAN BUPATI BEKAS! NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2010. 

I 

l4. ~om,,, Daer<>h Kabupaten Bekasl llOmo< 8 Tahun 2009 tffl1allg 
Anggaran Peodapatan dan Be!ar,Ja Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Lcmbaran Oaerah Kabupa:en BEl<;osl Tahun 2009 Nomor 8}; 

15. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 6 Tahon 2010 1'fltang 
PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 
2010 (Serita Oaerah Provlnsi Jawa Barat Tahun 2010 NOmor 6 - A); 

16. Peraturan Bupati Bekasl Nomor 18 Tahun 2009 w,tang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2010 
(Serita Daerah Kabupaten Bel<asi Tahun 2009 Nomor 18); 



Oitetapkan di Qkarang Pusat 
pada tanggal 20 April 201 O 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Int 
keoalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Peraturan Bupatl Bekasi lni mulal bel1aku pada tanggal dltetapkan. 

Pasal U 

C. Hal·!lal yang dlatur dalam Perawran Bupati Bekasi Nomor 18 Tatu,n 2009 tentang 
P<.1ljabaran APSD Kabupaten Bel<asi Tahun Anggaran 2010 se.panjang tidak dlatur dalam 
Peraturan Bupat! inl dlnyatakan tetap berlaku. 

B. Ketentuan Lamptran . I dan t.amplran U dlubah sehlngga harus dlbaca sebagaimana 
tercanwm dalam t.amplran Perawran Bupati inl. 

Sisa Leblh Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 
' 

Rp 433.048.679.93.l,00 

443.048.679.931,00 
10.000.000.000,oo 

3. Pen1blayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Jumlah Pemblayaan Netto 


